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“Kerajaan-kerajaan tanpa keadilan apa itu se-
lain gerombolan-gerombolan perampok? Oleh 
karena itu halus dan benar jawaban yang diberi-
kan oleh seorang perampok laut kepada Iskandar 
Agung, sewaktu sang raja bertanya bagaimana 
dia itu sampai berani membuat laut menjadi 
tidak aman. Maka orang itu dengan bangga dan 
terbuka mengatakan: ´Dan bagaimana engkau 
sampai berani membuat seluruh bumi menjadi 
tak aman? Memang, aku dengan perahu kecil-ku 
disebut perampok, tetapi engkau dengan angkat-
an laut besar disebut panglima yang jaya´.” 
(Aurelius Agustinus)1

Negara pada prinsipnya dipandang sebagai 
lembaga kekuasaan yang legitim jika di-
bandingkan dengan kelompok para bandit 

1	 De Civitate Dei IV, 4 (Dikutip dari Magnis- Suseno, Franz, Etika Politik. 
Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen, Gramedia, Jakarta 
1999, hlm. 193)

Kata Pengantar
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atau perampok yang mungkin memiliki kedaulatan 
atas wilayah tertentu, tapi kekuasaannya dipandang 
sebagai ilegitim. Pertanyaannya ialah, apakah dasar 
dari tuntutan legitimasi negara tersebut? Apa yang 
membedakan kelompok para bandit dari negara? 
Apakah mungkin sebuah negara menjadi lembaga 
berkumpulnya para bandit? Atas alasan apa 
manusia menjadikan negara sebagai sarana untuk 
mengorganisir hidup sosialnya? 

Persoalan tentang legitimasi negara ingin men-
jawab pertanyaan tentang alasan mengapa negara 
yang ada secara konkret itu harus diakui, diterima 
dan “berhak mendapat ketundukan dari para 
warganya”.2 Persoalan seputar legitimasi itu dapat 
didekati dengan dua cara. Pertama, secara pragmatis 
dapat diajukan pertanyaan, entah ada manfaatnya 
mendirikan sebuah negara: Adakah ciri-ciri khusus 
manusia yang menjadikan negara sebagai sesuatu 
yang diinginkan? Keuntungan apa saja yang mung-
kin bagi manusia jika negara didirikan? Apakah 
masih ada bentuk hidup bersama lain yang bisa 
dijadikan alternatif bagi negara? Apakah anarki 
tidak lebih baik ketimbang hidup dalam sebuah 
negara? Negara Orde Baru misalnya menggunakan 
legitimasi pragmatis dengan menjadikan pem-
bangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai pen-
dasaran keberadaannya. 

Kedua, kita dapat mengajukan pertanyaan, 
entah mendirikan negara secara moral atau etis 

2	 Kleden, Ignas, Masyarakat den Negara. Sebuah Persoalan, Indonesiatera, 
Magelang 2004, hlm. xxxi
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legitim. Apakah dasar legitimasi bahwa manusia 
boleh menguasai manusia lain? Apakah dapat 
diterima bahwa manusia sebagai pribadi bebas 
tunduk di bawah paksaan institusi, aturan-aturan 
abstrak serta birokrasi tanpa jiwa? Apakah demi 
pragmatisme pembangunan ekonomi orang-orang 
miskin boleh digusur dari tempat tinggalnya? 

Pertanyaan-pertanyaan seputar sumber legiti-
masi negara telah menjadi bahan refleksi dan 
pergulatan intelektual para pemikir atau filsuf 
politik sepanjang zaman. Secara garis besar sejarah 
pemikiran politik mencatat dua jenis legitimasi 
keberadaan negara yang tetap bertahan hingga 
dewasa ini yakni legitimasi moral dan pandangan 
positivisme hukum. Legitimasi moral bermula 
dari konsep hukum kodrat yang dicetuskan oleh 
Aristoteles dan para filsuf Stoa dan kemudian 
dikembangkan oleh Cicero, Agustinus, Thomas 
Aquinas, Francisco Suarez, Hugo Grotius dan 
Christian Wolff. Mereka memandang negara dan 
tatanan hukumnya sebagai sarana menciptakan 
keadilan. Sumber legitimasi negara adalah morali-
tas yang berlaku universal. Negara tidak bisa ber-
tindak sewenang-wenang. Ia hanya ditaati sejauh 
menjalankan fungsinya dalam batas-batas moral 
tertentu. 

Legitimasi moral ini berseberangan dengan 
positivisme hukum yang terdiri dari pelbagai aliran, 
tapi pada prinsipnya menganut tesis dasar bahwa 
konsep dan validitas hukum tak berkaitan sama 
sekali dengan penilaian moral dan bentuk-bentuk 
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penilaian lainnya. Bentuk ekstrem positivisme 
hukum berasal dari Thomas Hobbes (1588 – 1679). 
Menurut Hobbes, otoritas penguasalah yang men-
jadi sumber legitimasi hukum satu-satunya. Auc-
toritas, non veritas facit legem – Otoritas dan bukan 
kebenaran yang menciptakan hukum. Dewasa ini 
positivisme hukum tidak lagi berasal dari otoritas 
penguasa, tapi lebih merujuk pada paradigma 
funksional teori sistem.

Maka secara ideal kita mengenal dua jenis teori 
legitimasi keberadaan negara yakni paradigma 
moral atau hukum kodrat dan paradigma pragmatis 
atau funksionalistis. Baiklah kita mendalami kedua 
paradigma ini dengan menjelajahi beberapa tahapan 
perjalanan sejarah filsafat politik. 

Seperti sudah dikemukakan secara singkat, 
Aristoteles (384-322 SM) meneropong keberadaan 
negara dari perspektif hukum kodrat. Dalam karya-
nya berjudul Politik ia mendefinisikan manusia se-
bagai zoon politikon3 atau makhluk sosial. Secara ko-
drati manusia adalah makhluk berpolitik. Dengan 
tesis ini Aristoteles ingin menegaskan tiga hal.4 Per-
tama, Aristoteles menolak segala bentuk legitimasi 
teologis dan mistis politik. Jika politik merupakan 
ungkapan hakikat manusia, maka ia tidak membu-
tuhkan campur tangan ilahi atau para dewa sebagai 
syarat keberadaannya. 

3	 Aristoteles, Politik, diedit oleh Ursula Wolf, Rheinbeck bei Hamburg 
1994, hlm. 47 (I,2, 1253a2-3)

4	 Henning, Ottmann, Geschichte des politischen Denkens Band I/2 (Die 
Griechen), Metzler Verlag, Stuttgart 2001, hlm. 176
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Kedua, jika manusia dari sononya bersifat poli-
tis, maka politik tidak membutuhkan kontrak sosial 
atau konvensi. Di sini kita melihat perbedaan fun-
damental teori negara aristotelian dengan paham 
negara modern hobbesian misalnya yang menjadi-
kan perjanjian sebagai sumber legitimasi pendirian 
sebuah negara.

Ketiga, perwujudan diri manusia hanya mungkin 
dilakukan dalam polis atau negara kota. Untuk 
menjelaskan hubungan antara manusia dan polis Aris-
toteles menggunakan term potensi dan aktualitas. 
“Sebagaimana setiap kemungkinan mencapai peme-
nuhannya ketika mencapai tujuannya, demikianpun 
dengan manusia, ia hanya dapat mewujudkan ke-
mungkinan-kemungkinan yang dimilikinya secara 
kodrati dalam polis. Polis adalah aktualisasi dari 
potensi khusus manusia.”5

Dengan menempatkan sosialitas sebagai pri-
oritas di hadapan individu Aristoteles dicurigai 
dan sering dikritik sebagai filsuf politik yang mau 
mendirikan sistem politik totalitarian. Kritikan 
seperti ini keliru. Sebab tujuan polis adalah me-
realisasikan kebaikan tertinggi dan hidup bahagia 
untuk semua warga polis yang bebas. Sementara 
sebuah sistem politis totalitarian hanya melayani 
kepentingan segelintir orang. Polis sebagai komu-
nitas warga yang bebas dan egaliter melayani ke-
pentingan semua. Pemahaman polis seperti ini 
adalah bentuk negasi atas kekuasaan despotis. 

5	  Ibid., hlm. 176



x

Konsep politik aristotelian terus menjelajahi se-
jarah pemikiran politik hingga abad modern. Hannah 
Arendt (1906-1975), untuk menyebut salah satu 
nama, dalam kritiknya atas teori dan praktik politik 
modern merujuk pada konsep politik aristotelian ini. 
Dalam karyanya Vita activa (Kehidupan aktif) Arendt 
membedakan tiga kategori kegiatan manusia yakni 
Arbeiten (kerja), Herstellen (produksi) dan Handeln 
(aksi politik). “Aksi politik adalah kegiatan vita activa 
satu-satunya yang berlangsung antarmanusia tanpa 
perantaraan materi, barang-barang dan benda.”6 
Aksi politik adalah dialog langsung antarmanusia. 
Politik ter-wujud dalam komunikasi antarwarga 
yang bebas dan egaliter. Akan tetapi sebuah komuni-
kasi hanya mungkin jika ada macam-macam 
manusia. Jika hanya ada satu manusia di puncak 
piramida kekuasaan dan yang lain tidak lebih dari 
massa yang tidak tahu apa-apa, maka di sana tidak 
ada politik. “Sang Manusia itu apolitis. Politik ber-
langsung di antara manusia-manusia, maka politik 
berada di luar manusia. Karena itu tak ada subs-
tansi politis.”7 Politik dibangun ketika manusia ber-
bicara, berkomunikasi dan membangun wacana. 
Komunikasi mengandaikan faktum pluralitas 
manusia. Jika manusia semuanya seragam, maka 
tidak terjadi dialog dan tidak ada politik. Konsep 
politik Hannah Arendt adalah hasil refleksinya dari 
perspektif korban atas regim brutal dan totaliter 

6	 Arendt, Hannah, Vita activa oder Vom tätigen Leben, Piper Verlag, 
München 2003, hlm. 17

7	 Arendt, Hannah, Was ist Politik? Piper Verlag, München 2003, 
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Jerman di bawah pimpinan Hitler yang telah meng-
hancurkan kebhinekaan atas nama sebuah kese-
ragaman.8 

Politik adalah “kebersamaan dan ketersalingan 
dalam kebhinekaan”.9 Kebersamaan dalam perbe-
daan itu terjadi dalam kebebasan. Maka kebebasan 
mengungkapkan makna terdalam politik. Kebebasan 
dimaksud adalah kebebasan dari segala bentuk ke-
harusan dalam kerja dan produksi. Kerja merupakan 
jawaban manusia atas tuntutan hidup. Pada tataran 
ini manusia sama dengan binatang (animal laborans). 
Ia memusatkan diri pada hidupnya sendiri, tubuh 
dan kodrat biologisnya.10 Pada tingkat ini manusia 
pada prinsipnya tidak membutuhkan orang lain. 

Lewat produksi (herstellen) manusia mencipta-
kan alat-alat yang membuatnya mampu menguasai 
alam sehingga ia bebas dari ketergantungan 
binatang. Manusia bekerja dan mulai mengubah 
dunia menjadi habitatnya (homo faber). Di sini 
manusia membutuhkan orang lain, tapi hanya se-
bagai alat yang membantu kelancaran kerjanya. 
Kegunaan adalah rasionalitas untuk mengukur 
segalanya termasuk hubungan dengan manusia 
lain. Ruang publik satu-satunya untuk homo faber 
adalah pasar yang berkerja atas dasar rasionalitas 
instrumental. Meskipun di dunia karya ini terdapat 

8	 Bdk. F. Budi Hardiman, Memahami Negativitas. Diskursus tentang 
Massa, Terror dan Trauma, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2005, hlm. 
21

9	 Ibid., hlm. 9
10	 Bdk. Haryatmoko, Etika. Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, 

Jakarta 2003, hlm. 156dst.
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hubungan manusia dengan manusia lain, relasi 
tersebut hanya sebatas relasi profesional tanpa 
melibatkan hubungan antarpribadi yang unik.11 
Yang ditekankan adalah kompetensi dan bukan 
kualitas hubungan. 

Politik untuk Hannah Arendt adalah ungkapan 
kebebasan. Dan kebebasan mengandaikan kehadiran 
dan pengakuan yang lain sebagai pribadi unik. 
Keunikan setiap pribadi merupakan dasar pluralitas 
sebagai titik tolak politik. Pluralitas sebagai syarat 
politik terungkap lewat proses persetujuan, kritik, 
penolakan dan kerja sama. Keseluruhan proses 
ini terjadi dalam komunikasi atau wicara. Maka 
politik adalah wicara atau diskursus rasional 
bebas represi. Ketika politik menjadi lahan mata 
pencaharian, maka wicara macet dan politik 
pun dikuburkan. Sebab di sana terjadi dominasi 
“orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus 
produksi-konsumsi”.12 Politik sebagai sumber mata 
pencaharian memperlakukan ruang publik sebagai 
pasar yang marak KKN, propaganda, kebohongan, 
iklan politik dengan penekanan pada penampilan 
luar, manipulasi, pengerahan massa dan politik 
partisan. 

Dengan merujuk pada konsep normatif politik 
aristotelian Hannah Arendt mengeritik paradigma 
politik yang bersifat teknis dan fungsional pada 
abad modern. Aristoteles, seperti sudah dipaparkan, 
memandang manusia dari kodratnya sebagai 

11	 Bdk. Ibid., hlm. 157
12	 Ibid., hlm. 158
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makhluk sosial dan politis. Teori politik modern 
menyangkal dimensi sosial kodrat manusia dan 
bersama Thomas Hobbes menciptakan fundamen 
antropologis baru untuk teori politik. Hobbes ada-
lah peletak dasar teori politik modern dan mengem-
bangkan filsafat berorientasi individualistis. Dari 
kodratnya manusia tidak bersifat sosial dan politis, 
tapi merupakan individu yang berpusar pada dirinya 
sendiri. Politik modern dibangun atas fundamen 
rasionalitas ekonomis. Hobbes merancang sebuah 
antropologi konflik ekonomis berhadapan dengan 
antropologi kooperatif aristotelian.13 Bertolak dari 
paradigma normatif aristotelian Hannah Arendt 
menggambarkan politik abad modern sebagai 
apolitis. Sebab politik modern didominasi oleh 
konsep produksi. Arendt ingin menghidupkan 
kembali jiwa politik aristotelian. Pertanyaannya 
ialah, entah teori politik Arendt ini cukup realistis 
dalam menjawabi realitas politik. Sejauh mana 
teori Arendt tanggap terhadap dimensi struktural 
dan institusional politik? Arendt memandang polis 
Yunani Kuno sebagai ideal dari “yang politis”. Akan 
tetapi kehidupan politik dari manusia-manusia 
bebas dan egaliter dalam polis hanya mungkin 
karena perempuan, anak-anak dan para budak 
dipinggirkan dari ranah politik. Dengan demikian 
Hannah Arendt dalam teorinya menutup-nutupi 

13	 Kersting, Wolfgang, “Einleitung: die Begründung der politischen 
Philosophie der Neuzeit im Leviathan” dalam: ibid. (ed.), Thomas 
Hobbes Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen 
und kirchlichen Staates (Klassiker Auslegen), Akademie Verlag, Berlin 
1996, hlm. 13
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aspek kekerasan struktural dalam oikos masyarakat 
Yunanu Kuno. 

Konsep politik kontemporer mengandung 
aspek normatif dan teknis sekaligus. Keduanya 
berfungsi menurut logika berbeda pula. Paradigma 
normatif mengikuti logika sosial, sementara para-
digma teknis berpedoman pada logika produksi. 
Paradigma aristotelian dan politik kekuasaan ho-
bbesian tetap hadir dalam konsep dan praktik 
politik kontemporer. Norma, tatanan dan institusi 
politik adalah dimensi formal politik, sementara 
dimensi materiilnya terungkap dalam bentuk 
kekuasaan, interese dan konflik. 

John Rawls, salah seorang filsuf politik 
terkemuka abad 20, mengembangkan teori politik-
nya atas dasar factum pluralisme. Masyarakat modern 
ditandai adanya pluralisme agama, ideologi, pe-
mahaman tentang etika dan filsafat. Kebhinekaan 
tidak hanya mewarnai tatanan sosial. Pada tingkat 
personal setiap individu memiliki pengertian 
sendiri tentang ide kebahagiaan dan kebaikan. 
Kebhinekaan ini merupakan rasionalitas masyarakat 
modern yang demokratis. Ia adalah hasil kreasi dan 
wujud nyata kebebasan berpikir manusia. Itulah 
sebabnya, John Rawls menamakannya kenyataan 
pluralisme yang rasional. 

Atas dasar faktum pluralisme di atas bagaimana 
sebuah negara yang terdiri dari warga yang bebas 
dan egaliter bisa terbangun? Kekuasaan negara 
ala Hobbes menurut John Rawls tidak cukup 
menyelesaikan persoalan ini. Karena kita tidak dapat 
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membangun kehidupan bersama hanya atas dasar 
kekerasan. Bagaimana sebuah kehidupan bersama 
mungkin tanpa adanya perang antarbudaya dan 
ideologi di tengah faktum pluralisme itu?

Konsep keadilan politis adalah jawaban yang 
diberikan Rawls guna membangun kehidupan 
bersama di tengah pluralisme. Konsep keadilan 
Rawls bukan konsep metafisis, tapi sebuah konsensus 
rasional guna menciptakan stabilitas kehidupan 
bersama. Kualitas keadilan politis tidak hanya 
diukur berdasarkan legitimasi argumentatifnya, 
tapi juga pada fungsi dan kemampuan politisnya. 
Di tengah benturan budaya dan ideologi politik 
harus mampu menciptakan perdamaian. Dalam 
teorinya Rawls coba memadukan paradigma 
politik normatif dan pragmatis. Filsafat politik 
Rawls menghubungkan konsep hobbesian tentang 
politik sebagai pengamanan demi kesatuan sosial 
dengan pengakuan prinsip otonomi individu. Di 
samping itu ia coba menghidupkan kembali proyek 
solidaritas dan kesadaran komunitas republikan 
di tengah fragmentasi budaya dan individualisme 
masyarakat modern. Dengan memadukan aspek 
kekuasaan, otonomi individu dan solidaritas re-
publikan Rawls membangun kesatuan politis 
yang dikontrol oleh rasionalitas publik dan bukan 
semata-mata oleh sebuah kekuatan Leviathan yang 
represif. 

***
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Buku di hadapan Anda ini memuat pelbagai 
tulisan yang beberapanya pernah menjadi bahan 
seminar ketika belajar di München, Jerman. 
Sebagiannya lagi adalah tulisan yang pernah 
dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serta di be-
berapa koran baik lokal maupun nasional. Ruang 
lingkup pembahasan tulisan-tulisan ini berpusar 
sekitar persoalan-persoalan filsafat politik seperti 
pluralisme dan dialog antarbudaya, demokrasi, 
agama dan politik, faham hak-hak asasi manusia, 
sejarah dan ingatan kolektif serta hubungan antara 
negara dan moralitas pribadi. 

Tulisan-tulisan dapat digolongkan ke dalam 
dua kelompok. Jenis tulisan pertama lebih bersifat 
teoretis-filosofis. Di sini penulis bergelut dengan 
pemikiran-pemikiran filosofis seputar persoalan 
globalisasi dan dialog antarbudaya, agama dan 
negara, pluralisme dan liberalisme politik serta 
pendasaran filosofis universalitas HAM. Tulisan 
jenis kedua lebih berorientasi praksis. Penulis 
mengangkat persoalan-persoalan konkret politik 
sehari-hari seperti kekerasan, terorisme, pengesahan 
UU Pornografi, tindakan main hakim sendiri dan 
diskriminasi. Peristiwa-peristiwa politik tersebut 
coba dibaca dalam kaca mata etika politik. 

Kendatipun kumpulan tulisan ini berbicara 
tentang bermacam-macam pokok persoalan, pada 
prinsipnya ia mau mengajukan dan membahas 
satu hal dasar yakni pertanyaan tentang legitimasi 
kekuasaan. Pertanyaan tentang legitimasi menjadi 
penting ketika kita mau menata hidup bersama 
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secara demokratis dalam kebebasan, suasana 
egaliter dan pengakuan akan pluralitas budaya, 
agama dan pandangan hidup. Pertanyaan tentang 
legitimasi senantiasa bergerak dari kutup legalitas 
dan moralitas, positivisme hukum dan aspek 
normatif politik. 

Buku ini dapat hadir di hadapan publik berkat 
jasa dan bantuan  beberapa pihak. Saya ucapkan 
terima kasih kepada Penerbit Ledalero yang rela 
mempublikasikan karya ini. Ucapan terima kasih 
juga saya alamatkan kepada Pater Dr. Georg 
Kirchberger SVD yang telah memberanikan dan 
memotivasi saya untuk menerbitkan kumpulan 
artikel ini. Beliau juga telah meluangkan waktu 
untuk membaca naskah dan memberikan beberapa 
catatan kritis atasnya. 

Semoga tulisan ini dapat mengambil bagian 
dalam diskursus publik demi membangun sebuah 
tatanan politis yang lebih beradab. 
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